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NOTULEN RAPAT

Pada hari Jumat, tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-09-2024),
mulai jam 14.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Satgas Asean Games dilaksanakan rapat koordinasi

Penyusunan Peraturan Gubernur mengenai Sinkornisasi Kegiatan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

1. Pimpinan Rapat
Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

2. Materi Rapat
Rapat Koordinasi Penyusunan Pergub Sinkronisasi PKP

3. Peserta Rapat
¢ Kepala Bagian Peraturan Perundanga-undangan
e Plt. Kasubag Penyusunan Peraturan Gubernur
e Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
e Kepala Seksi
e Analis Produk Hukum pada Biro Hukum
e Staf Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
s Staf Bidang SPAM PLP
e Tim Konsultan Penyusunan Pergub Sinkron
o Konsultan Individu

4. Diskusi dan Saran

» Tim Konsultan

e Struktur yang dinormakan sudah mencakup urusan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman, psu, sertifikasi, dan perumahan yang terbaru dan dimana keempatnya termasuk
urusan wajib layanan dasar. Urusan wajib ada wajib layanan dasar dan wajib layanan non dasar.
Jadi ada 4 yang di normakan. Kalau sampai level itu masih terlalu makro

e Wajib layanan dasar : perumahan, permukiman (tidak ada kewenangan umum)

e Saat ini sudah di normakan per program dan kegiatan dari masing-masing program

e Per hari ini rapergub nya sudah sampai per kegiatan. Untuk yang terbaru ini perlu ditambahkan
teknis pengaturan. Diharapkan kepada per bidang membuat teknis nya apa saja yang
dimasukkan dari tiap 13 program tersebut

e Posisi penjelasan teknis ini mohon arahan dari biro hukum untuk posisinya dimana. Untuk
posisi penjelasan teknis ini bisa dimasukkan ke lampiran

e Untuk teknis ini boleh dikirimkan saja bahannya tidak perlu langsung teks teknis nya.

» SPAMPLP
o Kalau berdasarkan tabel tersebut SPAM tidak ada, karena SPAM ini kebanyakan ke PU

e Urusan di SPAMPLP ini membahas regional dan provinsi
¢ Adaitem dari SPAMPLP masuk ke PSU




* Untuk tugas-tugas tadi jangan sampai mengambil kewenangan pusat maupun kabupaten/kota
e Pemerintah daerah tidak ada. Jadi diganti Pemeirntah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
e Kata daerah ganti dengan provinsi atau kabupaten/kota

» Tim Konsultan
¢ Kalau untuk urusan zona dan sebagainya cukup dengan SK juknis saja misalnya
e Contoh untuk tarif sertifikasi, bisa dengan juknis dari kepala dinas

> Tim Konsultan
¢ Kalau untuk urusan zona dan sebagainya cukup dengan SK juknis saja misalnya
e Saat rapat lalu, sudah mendapat saran untuk membuat filosofis sosiologisnya saja
* Rekomendasi untuk teknis nya bukan di lampiran melainkan SOP dari kadis saja karena apabila
dibuat terlalu spesifik maka akan sangat mengikat

5. Tindak Lanjut

Diharapkan kepada Tim Konsultan untuk dapat menambahkan substansi mengenai pengadaan
tanah dan mandatory untuk teknis dijelaskan dalam Surat Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Mengetahui,
Kepala Bidang Pengembangan
Kawasan Permukiman Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Notulis Rapat
Provinsi Sunpatera Selatan

H. Ahmad W; "idi , ST., S.T., M.T, Emi Sukmaningsih, S.T.
Pembina, IV/b
NIP. 198007032002121001




LAMPIRAN

Jumat, 06 September 2024
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PERGUB SINKRONISASI PKP
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